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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Manajemen Fasilitas Pasar 

i. Pengertian Manajemen 

Menurut Afandi (2018: 

1) Manajemen adalah proses kerjasama antar pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

penempatan staf, pengarahan, memimpin dan pengawasan. Proses ini dapat 

menentukan tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 

menggunakan orang dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil secara lebih 

efisien dan efektif. 

Menurut Massie yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2002; 1) (2002; 1), tata kelola 

adalah suatu proses di mana kelompok mengambil tindakan atau kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Proses termasuk teknik yang digunakan oleh manajer 

untuk mengkoordinasikan aktivitas atau aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Menurut Feriyanto dan Shyta. (2015) mengatakan bahwa manajemen adalah inti 

dari administrasi hal tersebut dikarenakan manajemen merupakan alat pelaksana 

administrasi dan berperan sebagai alat untuk mencapai hasil melalui proses yang 

dilakukan oleh anggota organisasi 

Menurut Terry (2010) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 
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penggerakan, dan pengendalian untuk mennetukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Menurut Handoko (2009: 

8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Brantas (2013) manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting. 

Manjemen tidak saja mengidentifikasikan, menganalisis dan mengkombinasikan 

secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut 

dinyatakan enam “M” dari manajemen, yaitu: 

 

1) Men, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun tenaga kerja 

koperatif 

2) Money, uang atau modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan 

3) Methods, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan 

4) Materials, bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan 

5) Machines, mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

6) Markets, pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan Sumber sumber 

tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis sedemikian rupa sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu 

berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha, serta biaya yang di tetapkan.   
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ii. Fungsi-fungsi Manajemen 

Teori fungsi manajemen menurut Athoillah (2015) meliputi: 

perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, 

pengendalian. Beberapa fungsi manajemen seringkali dibagi menjadi 

5 fungsi, yaitu: 

 

1. Buat rencana 

Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan usaha dan 

diikuti dengan menyusun berbagai rencana untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi manajemen adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dimana kegiatan tersebut menjadi tujuan 

perusahaan dengan rencana atau sebagai acuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Perencanaan 

adalah cara terbaik untuk melaksanakan dan memastikan bahwa 

tujuan bisnis yang ditetapkan dapat tercapai, karena tanpa rencana 

tidak ada fungsi manajemen yang dapat berfungsi dan tujuan tidak 

dapat dicapai. 2. Organisasi 

Pengorganisasian adalah kegiatan mengalokasikan sumber daya 

manusia dan fisik lainnya dari organisasi untuk melaksanakan rencana 

yang ditetapkan dan mencapai tujuan perusahaan. Organisasi 

melibatkan pemeriksaan dan pemetaan berbagai aktivitas yang 

sifatnya lebih besar menjadi banyak aktivitas yang lebih kecil dengan 

membagi setiap tugas menjadi aktivitas yang lebih sederhana 

sehingga tujuan bisnis dapat dicapai bisnis lebih akurat. Organisasi itu 
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sendiri menyangkut komunikasi dan pengelolaan pekerjaan agar dapat 

dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif, termasuk didalamnya 

menentukan desain organisasi, menentukan deskripsi pekerjaan atau 

penugasan karyawan untuk setiap posisi guna mencapai tujuan 

organisasi. 

3. Laporan 

Mengarahkan adalah gerakan melaksanakan rencana dan 

mengkoordinasikan kegiatan. Orientasi dapat dipahami sebagai aspek 

hubungan manusia dalam kepemimpinan yang menuntut bawahan 

untuk mau memahami dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

4. Koordinasi 

Koordinasi adalah upaya untuk menyatukan tindakan 

sekelompok orang. Koordinasi adalah otak dalam tubuh keahlian 

manajemen. Menguasai bidang keahlian manajemen lainnya membuat 

koordinasi kurang diperlukan. Namun, bahkan dalam organisasi yang 

dikelola dengan baik, ada area yang memerlukan koordinasi. 

5. Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan 

dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat dilihat hasil 

yang telah dicapai. Dengan supervisi, ia dapat mengukur sejauh mana 

hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui bahwa segala sesuatu 

telah dilakukan sesuai dengan tujuan agar dapat segera mendeteksi 
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kemungkinan kesalahan dan hambatan untuk diperbaiki agar tercipta 

kondisi yang kondusif bagi pencapaian tujuan. Fungsi pemantauan ini 

dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat membuahkan 

hasil yang diinginkan.   

iii. Prinsip-Prinsip Manajemen 

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti perlu 

dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus serta situasi-situasi 

yang berubah. Menurut Brantas (2013), pencetus teori manajemen yang 

berasal dari perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri atas: 

1. Pembagian (division of work) 

2. Wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility)  

3. Disiplin (disclipline)  

4. Kesatuan perintah (unity of command)  

5. Kesatuan pengarahan (unity of direction)  

6. Mengutamakan kepentingan organisasi  

7. Penggajian pengawai  

8. Pemusatan (centralization)  

9. Ketertiban (order)  

10. Keadilan dan kejujuran 

 

 

iv. Pengelolaan Fasilitas Pasar Tradisional 

Pada dasarnya pengelolaan pasar tradisional meliputi pengelolaan dan 

pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional. “Pengelolaan sarana pasar tradisional 

Penataan pasar tradisional meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pasar tradisional, sekaligus pemberdayaan pasar tradisional 

merupakan perwujudan dari segala upaya pemerintah daerah. bersaing 

dengan pusat perbelanjaan dan pertokoan modern. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 

“Pengelolaan pendirian pasar tradisional meliputi perencanaan, 

kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pengguna pendirian usaha, untuk 

melaksanakan dan kontrol":  

1. Bagian perencanaan meliputi: 

a. Bupati melalui kepala OPD/OPD melakukan perencaaan pasar 

tradisional.  

b. Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan 

perencanaan non fisik 

c. Perencanaan fisik meliputi, penentuan lokasi, penyediaan 

fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung. 

Perencanaan fisik berlaku untuk pembangunan pasar baru. 

Perencanaan fisik berlaku untuk revitalisasi pasar lama.  

d. Penentuan lokasi antara lain, mengacu pada RT/RW 

Kabupaten/Kota, dekat dengan pemukiman penduduk atau 

pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memiliki sarana dan 

prasarana transportasi yang menghubungkan Ibukota 
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Kabupaten/Kota, Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang 

akan dibangun. 

e. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar antara lain bangunan 

toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu, petak 

atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah, 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan 

toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan dan bentuk 

bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya 

daerah. 

f. Sarana pendukung antara lain kantor pengelola, area parkir, 

tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan 

sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet 

umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/instalasi 

pengelolaan air limbah, hidran dan fasilitas pemadam 

kebakaran, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagangan. 

g. Perencanaan non fisik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan 

h. Standar operasional dan prosedur ini antara lain; sistem 

penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem 

kebersihan dan penanganan sampah, sistem perpakiran, sistem 

pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan dan sistem 

penanggulangan kebakaran. 

2. Bagian kelembagaan meliputi:  
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a. Bupati/Walikota menetapkan struktur organisasi pengelola 

pasar tradisional dengan keputusan Bupati/ Walikota.  

b. Struktur organisasi pengelola pasar tradisional terdiri dari; 

kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya sesuai 

kebutuhan.  

c. Bupati/Walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan 

dan pejabat teknis lainnya dengan keputusan Bupati/Walikota 

berdasarkan usulan kepala OPD. 

3. Bagian persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha meliputi: 

a. Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:  

i. Pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus 

memiliki SITU.  

ii. Pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan 

kepada pihak lain. 

b. Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain: 

i. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat 

usaha.  

ii. Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara 

teratur.  

iii. Menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya.  

iv. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu.  

v. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola. 

4. Bagian pelaksanaan meliputi: 

a) Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain: 
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i. Pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus 

memiliki SITU.  

ii. Pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan 

kepada pihak lain. 

b) Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:  

(1) Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat 

usaha.  

(2) Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara 

teratur.  

(3) Menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya.  

(4) Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu.  

(5) Mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola. 

5. Bagian pengendalian meliputi: 

a. Bupati/walikota melalui kepala OPD melakukan pengendalian 

dan evaluasi pengelolaan fasilitas pasar tradisional  

b. Pengendalian yang dimaksud di antaranya:  

i. Kebijakan pengelolaan fasilitas pasar tradisional.  

ii. Pengelola dan pedagang.  

iii. Pendapatan dan belanja pengelola pasar.  

iv. Sarana dan prasarana pasar. 

Menurut Nurhayati (2014) Tujuan dari manajemen pasar tradisional 

adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang 

perdagangan.  
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2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  

3) Memanfaatkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk 

kepentingan masyarakat.  

4) Memberikan kesempatan kepada masyarakat atas badan dalam 

mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.  

5) Mempertahankan, menjaga dan melestariakan pasar sesuai peran dan 

fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 

 

B. Manajemen Fasilitas 

a. Pengertian Manajemen Fasilitas 

Perubahan mendasar sedang terjadi di sektor publik dan dunia 

bisnis, di mana pengakuan peran manajemen fasilitas dalam bisnis 

mengalami kemajuan yang signifikan. Strategi kompetitif perusahaan 

membutuhkan perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari 

semua proses dan restrukturisasi. Benevolo dkk. (2016) meyakini bahwa 

penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha untuk berperan dalam menarik 

investasi dan pengelolaan fasilitas yang baik atau FM (facilities 

management) akan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi 

operasional, pergerakan aset dan layanan. Selain itu, Benevolo et al. 

(2016) berpendapat bahwa manajemen fasilitas dapat disimpulkan 

sebagai keyakinan akan potensi perbaikan proses dimana tempat kerja 

dapat dikelola untuk mencapai efektivitas organisasi dan memberikan 

kontribusi positif bagi pertumbuhan bisnis, ekonomi dan keberhasilan 

organisasi. 
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Soemitro dan Suprayitno (2018) berpendapat bahwa Manajemen 

Fasilitas adalah ilmu dan tindakan dalam mengelola fasilitas agar fasilitas 

selalu beroperasi dengan benar, berkelanjutan, ekonomis dan efisien, serta 

berpegang pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain itu, Coenen et al. 

(2013) menghadirkan FM sebagai "jaringan nilai" dan mengusulkan 

untuk memperlakukan FM sebagai jaringan hubungan, yang diciptakan 

dari nilai yang dirasakan di antara pemangku kepentingan utama, yaitu 

pelanggan, pelanggan, dan pengguna akhir. Selain itu, mereka 

berpendapat bahwa nilai yang dirasakan hanya dapat ada dan diciptakan 

dalam jaringan hubungan khusus ini. De Vries (2007) menyatakan bahwa 

tujuan manajemen fasilitas adalah menyediakan tempat kerja yang 

menarik dengan pelayanan prima sebagai persyaratan utama. De Vries 

(2007) juga berpendapat bahwa proses pengelolaan fasilitas dapat diukur 

dengan dua indikator yaitu peningkatan kualitas layanan dan peningkatan 

inovasi layanan. Indikator peningkatan kualitas layanan dalam Facility 

Management dapat diukur dengan dua cara, yaitu menyediakan tempat 

kerja yang sehat dan kreatif dan memastikan penggunaan penuh sumber 

daya yang semakin menipis sambil meminimalkan dampak terhadap 

lingkungan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk meningkatkan 

inovasi dalam layanan dapat diukur dengan dua faktor, yaitu potensi 

asimilasi teknologi baru dan peningkatan kemampuan beradaptasi dengan 

kebutuhan bisnis.Bisnis sedang berubah De Vries (2007).   

Manajemen fasilitas, biasa disingkat FM, adalah bisnis yang 

cukup baru dan disiplin manajemen ke sektor swasta. Di sektor publik, 
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bagaimanapun, memiliki telah dipraktekkan sebagai teknik pasca, 

pekerjaan umum, atau administrasi pabrik untuk banyak orang bertahun-

tahun. Dalam properti sewaan, profesinya disebut manajemen properti 

atau bangunan manajemen operasi meskipun sebagian besar keterampilan 

yang dibutuhkan sama dengan itu dibutuhkan dalam harta yang dimiliki. 

Di luar Amerika Utara, hingga saat ini, fungsi manajemen fasilitas sering 

dimasukkan jauh ke dalam struktur administrasi keduanya organisasi 

sektor swasta dan publik (Cottss et al, 2010:4). 

Definisi terbaru dari manajemen fasilitas adalah “profesi yang 

mencakup berbagai disiplin ilmu untuk memastikan fungsionalitas 

lingkungan binaan dengan mengintegrasikan orang, tempat, proses, dan 

teknologi.” Sangat menarik untuk dicatat bahwa ini definisi terbaru 

menyoroti pentingnya teknologi, yang sebelumnya kurang. Tampilan 1-1 

mendefinisikan manajemen fasilitas dalam hal yang biasa dilakukan 

fungsi dan subfungsi. Ini lebih bisa dimengerti oleh seseorang yang baru 

mengenal profesi. Setiap manajer fasilitas akan terlibat dalam mengelola 

lima belas pertama dari fungsi-fungsi tersebut baik sebagai manajer utama 

atau sebagai manajer pendukung utama. Pelayanan Administrasi Umum 

(Fungsi 16) cenderung dikelola oleh fasilitas manajer di organisasi yang 

sangat kecil dan oleh FM, sering kali Wakil Presiden Administrasi, dalam 

organisasi yang sangat besar (Cottss et al, 2010:4). 

b. Fungsi Umum Manajemen Fasilitas 
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Menurut David G. Cotts et al, (2010:5) penggunaan manajemen 

fasilitas dalam sebuah organisasi dapat diketahui urutan pelaksanaanya 

sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

2) Pengorganisasian 

a) Berdasarkan fungsi, organisasi atau lokasi 

b) Terpusat versus didorong oleh pengguna 

3) Kepegawaian 

a) Manajemen personalia 

b) Evaluasi campuran staf, konsultan, dan kontraktor 

c) Pelatihan 

4) Pengarahan 

a) Penjadwalan kerja 

b) Koordinasi kerja 

c) Pengembangan kebijakan dan prosedur 

5) Pengontrolan 

a) Penerimaan kerja 

b) Penetapan standar (kisaran dolar, kualitas, kuantitas, waktu 

pengiriman) 

c) Penjadwalan 

d) Penggunaan sistem informasi manajemen dan informasi baru 

teknologi 

e) Administrasi kontrak 

f) Eksekusi kebijakan dan prosedur 

6) Evaluasi 

 

 



26 

 

 

 

a) Disen 

b) Persiapan dan pelaksanaan daftar pukulan 

c) Evaluasi pasca hunian 

d) Analisis program 

e) Evaluasi kontraktor 

 

C. Revitalisasi 

i. Pengertian Revitalisasi 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Pedoman Restorasi 

Tapak Tahun 2010, Restorasi adalah upaya peningkatan nilai tanah/tapak 

melalui pembangunan kembali pada suatu kawasan yang dapat meningkatkan 

fungsi kawasan sebelumnya (Pasal 1 Term 1). Zona adalah kawasan dengan 

fungsi pokok lindung atau budidaya (Pasal 4 Pasal 1). 

Revive adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu daerah atau 

bagian kota yang dulunya sangat penting/hidup, tetapi kemudian mengalami 

kemunduran/degradasi. Skala kebangkitan memiliki level makro dan mikro. 

Proses revitalisasi suatu kawasan melibatkan perbaikan aspek fisik, ekonomi 

dan sosial. Pendekatan restorasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan 

potensi lingkungan (sejarah, signifikansi, keunikan situs dan citranya) 

(Danisworo, 2002). Kebangkitan itu sendiri tidak hanya harus 

mengedepankan keindahan fisik, tetapi juga harus dilengkapi dengan 

peningkatan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan budaya yang ada. 

Untuk melaksanakan kebangkitan tersebut diperlukan peran serta 

masyarakat. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya partisipasi untuk 
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mendukung aspek-aspek bentuk yang memerlukan partisipasi masyarakat, 

selain itu pesertanya bukan hanya masyarakat lingkungan, tetapi masyarakat 

yang bersangkutan secara umum (Laretna, 2002). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan restorasi sebagai 

suatu proses atau cara atau tindakan yang dilakukan untuk menghidupkan 

kembali sesuatu yang sebelumnya tidak digunakan atau digunakan 

sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Revitalitas dapat berarti membuat 

tindakan menjadi penting atau sangat penting dan sangat diperlukan, jadi 

Revitalitas dapat disimpulkan sebagai cara yang digunakan untuk membuat 

sesuatu menjadi lebih mandiri dan meningkatkan nilai vitalitasnya. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010, Pasal 

80 ayat 1 dan 2, tentang pemugaran, rehabilitasi potensi situs cagar budaya 

atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan pengembangan wilayah, 

perencanaan, fungsi sosial dan /atau lanskap budaya asli berdasarkan studi. 

Kebangkitan dicapai dengan penataan kembali fungsi ruang, nilai-nilai 

budaya dan peningkatan informasi tentang warisan budaya. 

Menurut Rais (2017), revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali 

kawasan atau bagian kota yang pernah dihuni, namun kemudian mengalami 

kemunduran. Dalam proses revitalisasi suatu kawasan, aspek yang dimaksud 

meliputi peningkatan aspek material, ekonomi dan sosial. Menurut 

Danisworo (2012) menyatakan bahwa pendekatan restorasi juga harus 

mampu mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan 

sekitarnya, seperti sejarah, makna, orisinalitas dan citra 'titik geografi'. 

Kebangkitan itu sendiri tidak hanya harus mengedepankan keindahan fisik, 
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tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan 

memperkenalkan budaya yang ada. 

Pemugaran Pasar Tradisional merupakan program pemerintah melalui 

Kementerian Perdagangan dan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil 

Negara dengan tujuan untuk memberdayakan usaha mikro yang telah meluas 

ke pasar-pasar yang tidak memiliki fasilitas tempat usaha yang layak, sehat, 

bersih dan nyaman. , serta dimiliki dan dikelola sendiri oleh pedagang dalam 

wadah kolaboratif. Program Revitalitas pasar tradisional digagas dengan 

tujuan menyelesaikan semua permasalahan yang melekat di pasar tradisional. 

Pasalnya, pasar tradisional beroperasi tanpa inovasi, yang berarti pasar 

menjadi tidak nyaman dan kompetitif (Kasali, 2017). Konsep menghidupkan 

bazaar tradisional bukan sekedar modifikasi struktur fisik bangunan, tetapi 

juga konsep pemasaran yang dinamis. Hampir setiap upaya pemugaran pasar 

tradisional, salah satunya dengan menyediakan lapak atau lapak baru bagi 

para pedagang di pasar, mengakibatkan ketidakpuasan para pedagang karena 

informasi rencana pemugaran pasar. tetapi hanya perwakilan mereka 

(Mariana dan Paskarina:2017).    

Kebijakan menghidupkan kembali pasar tradisional merupakan salah 

satu kebijakan Pemerintah yang paling tepat untuk menjaga agar pasar 

tradisional tetap hidup, berkembang dan mendapat apresiasi yang tinggi dari 

masyarakat. Dengan bangkitnya pasar tradisional, pemerintah dapat 

mengembalikan peran penting pasar tradisional untuk memasarkan produk 

kepada usaha kecil menengah (UKM) yang tidak kalah bersaing dengan pasar 

modern yang sedang berkembang pesat. Pemerintah memiliki program 
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revitalisasi pasar tradisional dimana pemerintah berusaha menata pasar 

menjadi pasar modern. Kebangkitan ini meliputi perbaikan manajemen pasar 

dan peningkatan basis pengetahuan pedagang (Rohmatun:2015) 

Kebangkitan pasar tradisional yang dipimpin pemerintah untuk 

menjamin kesejahteraan masyarakat menghadapi beberapa kendala, yaitu:  

1) Tentang masalah ruang. Hingga saat ini, para pedagang selalu berebut 

menempati petak-petak tanah yang lebih rendah untuk mendapatkan 

keuntungan dari pembeli. Oleh karena itu, jika ada pembangunan, 

mereka khawatir tanah yang diduduki akan tergusur. Makanya setiap 

ada rencana pembangunan, mereka selalu menolak. Masalah tata ruang 

ini cukup kompleks. Sementara kebanyakan pasar tradisional tidak 

memiliki ruang yang cukup. Tata ruang pasar dipertahankan sama 

sehingga mereka yang menempati lahan di luar lantai dasar masih 

memiliki sedikit keuntungan karena jarang dikunjungi pembeli.  

2) Kecenderungan sosiologis para pedagang pasar tradisional adalah 

menaruh kecurigaan yang berlebihan terhadap segala bentuk 

pembangunan. Mereka sering salah paham bahwa pembangunan berarti 

pengusiran. Prasangka berkembang, setiap kali tumbuh, berarti 

menyewa atau membeli stan menjadi mahal  

3) Persepsi masyarakat terhadap masyarakat adalah kumuh, becek, kotor, 

dan minmnya fasilitas seperti terbatasnya tempat parkir, tempat sampah 

yang baud an kotor, lorong yang sempit dan sebaagainya. Kondisi ini 

yang menyebabkan masyarakat cenderung memilih berbelanja di pasar 

modern walaupun harga di pasar modern lebih mahal. 
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ii. Tahapan Revitalisasi 

Sebagai operasi yang sangat kompleks, Revitalitasi berlangsung secara 

bertahap dan membutuhkan waktu tertentu dan mencakup unsur-unsur 

berikut:   

1. Intervensi Fisik  

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan keadaan 

visual kawasan, terutama untuk menarik aktivitas dan pengunjung, 

maka intervensi fisik ini diperlukan. Intervensi fisik memulai kegiatan 

rehabilitasi fisik dan dilakukan secara bertahap, termasuk perbaikan 

dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, perencanaan 

hijau, sistem konektivitas, sistem persinyalan/periklanan dan kawasan 

perkotaan. Isu lingkungan (environmental sustainability) juga 

penting, sehingga intervensi fisik perlu mempertimbangkan konteks 

lingkungan. Perencanaan fisik harus selalu didasarkan pada pemikiran 

jangka panjang.   

2. Rehabilitasi Ekonomi 

Revitalisasi yang diawali dengan peremajaan artefak perkotaan 

harus dibarengi dengan pemulihan kegiatan ekonomi. Sebagai bagian 

dari regenerasi, perlu dikembangkan fungsi campuran yang dapat 

mendorong kegiatan ekonomi dan sosial (vitalitas baru).  

3. Revitalisasi Sosial/Institusional  

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu 

menciptakan lingkungan yang menarik. Kegiatan tersebut harus 

berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan 
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sosial masyarakat/warga (public realms). Kegiatan perancangan dan 

pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati 

diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh 

suatu pengembangan institusi yang baik. 

iii. Tujuan dan Sasaran Revitalisasi 

1. Tujuan Revitalisasi 

Kawasan Tujuan Revitalisasi Kawasan adalah meningkatkan 

vitalitas kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu 

menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi 

dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya 

dan lingkungan. 

2. Sasaran Revitalisasi 

c. Meningkatnya stabilitas ekonomi kawasan melalui intervensi 

untuk :  

i. Meningkatkan kegiatan yang mampu mengembangkan 

penciptaan lapangan kerja, Peningkatan jumlah usaha dan 

variasi usaha serta produktivitas kawasan.  

ii. Menstimulasi faktor-faktor yang mendorong peningkatan 

produktivitas kawasan 

iii. Mengurangi jumlah kapital bergerak keluar Kawasan dan 

meningkatkan investasi yang masuk ke dalam Kawasan.  

d. Mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi 

kontinuitas dan kepastian usaha 
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e. Meningkatnya nilai properti Kawasan dengan mereduksi 

berbagai faktor eksternal yang menghambat sebuah kawasan 

sehingga nilai properti Kawasan sesuai dengan nilai pasar dan 

kondusif bagi investasi jangka panjang  

f. Terintegrasinya kantong-kantong Kawasan kumuh yang terisolir 

dengan sistem Kota dari segi spasial, prasarana, sarana serta 

kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.  

g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan 

seperti jalan dan jembatan, Air bersih, Drainase, Sanitasi dan 

Persampahan, serta sarana Kawasan seperti Pasar, ruang untuk 

industri, ruang ekonomi informal dan formal, fasilitas sosial dan 

budaya, dan sarana transportasi.  

h. Meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (amenity) 

kawasan guna mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan.  

i. Terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan 

mencegah terjadinya "perusakan diri-sendiri" (self- destruction) 

dan "perusakan akibat kreasi baru" (creative-destruction), 

melestarikan tipe dan bentuk kawasan, serta mendorong 

kesinambungan dan tumbuhnya tradisi sosial dan budaya lokal.  

j. Penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara 

dan merawat Kawasan Revitalisasi.  

k. Penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan SDM, 

kelembagaan dan peraturan/ ketentuan perundang-undangan.  
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l. Membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi pemda 

agar tidak hanya fokus membangun kawasan baru. 

 

D. Kebijakan Publik 

a. Pengertian Kebijakan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, 

dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat 

bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah 

daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan 

juga keputusan bupati/walikota 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu 

ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita 

mengartikannya.Easton memberikan kebijakan publik sebagai the 

authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai 

pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. 

Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected 
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program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, 

nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002:17) 

kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal 

dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik harus dibedakan 

dengan bentuk kebijakan lain, seperti kebijakan privat. Hal ini dipengaruhi 

oleh keterlibatan faktor non pemerintah. Robert Eyestone dikutip oleh Leo 

Agustino (2008:6) kebijakan publik adalah “hubungan antara entitas 

pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak orang beranggapan bahwa 

politik masih terlalu luas untuk dipahami, karena pengertian kebijakan publik 

bisa mencakup banyak hal. 

Secara etimologis, istilah politik atau politik berasal dari kata Yunani 

polis yang berarti negara, kota, yang kemudian berubah menjadi bahasa Latin 

politia yang berarti negara. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

political artinya yang bersangkutan dengan kontrol urusan publik atau 

administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "kebijakan" digunakan 

untuk merujuk pada perilaku satu aktor (misalnya pejabat pemerintah, 

kelompok atau badan) atau beberapa aktor dalam bidang kegiatan tertentu. 

Menurut Covey (2014), kebijaksanaan adalah anak dari integritas, yaitu 

kejujuran dengan prinsip dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya 

adalah keberanian. Belakangan, kebijakan yang sifatnya lebih ilmiah dan 

sistematis melibatkan analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik 

sendiri sebagian mendefinisikan negara. Misalnya, Abdul (2018) selalu 

mempertahankan istilah negara saat menerjemahkan kata publik. Namun, 
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kebijakan publik adalah konsep yang terpisah, dengan makna dan definisi 

akademis khusus. 

Kebijakan publik adalah proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah 

atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat secara luas. 

Proses politik baru dimulai ketika para pelaku politik mulai menyadari adanya 

situasi masalah, yaitu situasi yang di dalamnya timbul kesulitan atau frustrasi 

dalam pembentukan kebutuhan, nilai, dan nilai, serta peluang. Menurut Dunn 

(2015), kebijakan publik adalah proses administrasi dan eksekutif pemerintah 

yang menghasilkan keputusan pemerintah, di mana lembaga terkait memiliki 

wewenang atau kekuasaan untuk membentuk masyarakat dan memiliki 

tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik (Naihasy, 2016). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang ditentukan dan dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan 

suatu masalah terhadap kepentingan pemerintah atau masyarakat. Dengan 

demikian, kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks karena 

banyak variasi tingkat kompleksitasnya, melibatkan banyak aktor dengan 

kepentingan yang berbeda dimana masing-masing pihak memandang 

kebijakan dari sudut pandangnya sendiri. Mengingat kompleksitas 

lingkungan kebijakan publik, pemerintah sebagai pengambil keputusan 

dituntut untuk dapat memilih alternatif keputusan yang terbaik bagi 

kepentingan masyarakat. Salah satu kebijakan publik saat ini 

adalah Revitalisasi.  
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b. Karakteristik Kebijakan Publik 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, sebagai 

berikut: 

1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, 

karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai 

tujuan nasional 

2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena 

ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita 

sudah ditempuh.  

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan 

bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R 

Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan  

Kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not 

to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk 

tidak dilakukan). Ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah 

mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu 

pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan 

kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama 

dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

 

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan 

kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole 

society”, menegaskan bahwa : 

Hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara 

sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah 

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan 

dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu 
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para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem 

politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah 

tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil 

keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian 

besar anggota masyarakat selama kurun waktu tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-

ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 

sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh 

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji 

kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik 

kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk 

memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, 

beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang 

berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn 

sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut: 

1) Tahap penyusunan agenda  

Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya, isu ini diperebutkan terlebih dahulu 

untuk dimasukkan dalam agenda politik. Terakhir, sejumlah isu telah 
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dimasukkan ke dalam agenda politik para pembuat kebijakan. Selama 

tahap ini, ada kemungkinan satu masalah belum terselesaikan, 

sementara yang lain fokus, atau ada masalah yang karena alasan 

tertentu tertunda lama.   

2) Tahap formulasi kebijakan  

Isu-isu yang sudah menjadi agenda politik kemudian akan 

dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah diidentifikasi untuk 

kemudian dicari solusi terbaik dari masalah tersebut. Pemecahan 

masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan politik 

(politicalalternative/political options). Selama proses pengembangan 

kebijakan, setiap pilihan bersaing untuk pemilihan kebijakan diadopsi 

untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini, masing-masing 

aktor akan bersaing dan mencoba mencari solusi terbaik dari masalah 

tersebut.   

3) Tahap adopsi kebijakan  

Di antara banyak alternatif kebijakan yang diajukan oleh pembuat 

kebijakan, salah satunya akhirnya disahkan dengan dukungan 

mayoritas legislatif, konsensus direktur fasilitas, atau putusan 

pengadilan.   

4) Tahap implementasi kebijakan  

Sebuah program politik hanya akan menjadi catatan elite jika 

tidak dilakukan, yakni oleh badan-badan pemerintahan atau lembaga 

pemerintahan di bawahnya. Kebijakan yang diumumkan oleh unit 

administrasi memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia. Pada 
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tahap implementasi ini, kepentingan yang berbeda akan saling 

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan didukung oleh pelaksana, 

tetapi yang lain mungkin ditentang oleh pelaksana.   

5) Tahap evaluasi kebijakan  

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi 

atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

dikembangkan telah mencapai dampak yang diinginkan, yaitu 

menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu 

kriteria atau kriteria yang ditetapkan menjadi dasar penilaian apakah 

kebijakan publik yang dilaksanakan telah mencapai dampak atau 

tujuan yang diinginkan.  

d. Proses Pembuatan Kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh 

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji 

kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik 

kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk 

memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, 

beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang 

berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn 

sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Penyusunan Agenda  

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 
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untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada 

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

2) Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal 

dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternatives/policy options) yang ada.Dalam perumusan kebijakan 

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai 

kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini 

masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik. 

3) Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus 

antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

4) Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit 

jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan 

oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di 
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tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-

unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling 

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para 

pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan 

ditentang oleh para pelaksana. 

5) Tahap Evaluasi Kebijakan  

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

publik yang telah. 

 

E. Pasar Tradisional 

i. Pengertian Pasar Tradisional 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 pasar tradisional adalah pasar yang 

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan 

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama 

dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 
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koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 

barang dagangan melalui tawar menawar 

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara 

permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau 

jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan 

(harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Suprayitno, 2018). Pasar 

dalam pengertian pemasaran menurut Philip Kotler adalah orang-orang 

ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita 

pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi 

kebutuhan (Kotler, 2018).  

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar secara langsung, 

bangunan terdiri dari kios, los, akses lebih luas bagi para produsen dan 

dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar 

(Aziz, 2018). 

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi 

proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di 

pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun 

pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual 

dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor 

perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. 

Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional 

tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif 

pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia (Masitoh, 2013) 
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Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu 

jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga 

dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Pasar juga 

berfungsi sebagai fasilitas umum untuk melayani kebutuhan sehari-hari 

masyarakat. Sebagian besar yang diperdagangkan terdiri dari barangbarang 

kebutuhan sehari-hari dan dengan harga yang relatif murah. Meskipun 

secara fisik suasana berbelanja di pasar tradisional kurang menyenangkan, 

namun pasar tradisional mempunyai jangkauan pelayanan yang luas kepada 

masyarakat. Dengan demikian, pasar sebagai tempat terjadinya transaksi 

jual beli merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian 

suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi 

tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Mujahidin, 2017). 

Menurut Wicaksono, (2011) pasar tradisional merupakan tempat 

bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi 

penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios 

atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu 

pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal 

dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar 

tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual 

pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern. 

Secara kualitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan 

barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik 

atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak 

memiliki label harga yang pasti karena harga yang pasti karena harga 
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disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap 

pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, 

sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-

ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar (Dewi 

dan Winarni, 2013) 

Namun pasar tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan 

dibandingkan dengan pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya adalah: 

1) Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar menawar harga 

dengan pedagang 

2) Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.  

3) Secara budaya pasar tradisonal merupakan tempat publik dimana 

terjadi interaksi sosial. 

ii. Kebijakan Pengelolaan Fasilitas Pasar Tradisional 

Pada tahun 2012, kebijakan penataan dan pemberdayaan pasar yaitu 

PERMENDAGRI no. 20/2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan 

Pasar Tradisional. Pasal 2(2) kebijakan tersebut bertujuan untuk 

mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, 

meningkatkan pelayanan masyarakat, menjadikan pasar tradisional sebagai 

penggerak perekonomian daerah dan menciptakan pasar tradisional yang 

berdaya saing dan modern dengan pusat niaga. . toko Dalam rangka 

mengelola dan mengembangkan potensi pasar tradisional, dibuat kebijakan 

pembangunan ekonomi daerah. Daerah yang banyak memproduksi barang 

kebutuhan sehari-hari dapat menunjukkan potensi pasar tradisional di 

daerah tersebut. Pasar tradisional secara langsung berada di bawah 
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pemerintah daerah/kota yang kebijakannya diatur langsung oleh peraturan 

daerah (PERDA). Keberadaan pasar juga merupakan salah satu sumber 

pendapatan utama daerah (PAD) yang memungkinkan, oleh karena itu 

PERDA menyelenggarakan pengelolaan fasilitas pasar dengan tujuan untuk 

mengatur perkembangan pasar guna meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dan sekaligus waktu. waktu semakin baik. 

ekonomi masyarakat. Namun, tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercakup 

dalam materi muatan PERDA, karena hanya mengatur klasifikasi pasar 

berdasarkan kelas dan jenis, peraturan pendirian/pengembangan dan 

penghentian pasar, penunjukan dan penggunaan tempat penjualan, holding 

stand, parkir . dan pembersihan di area pasar, biaya, bea, larangan dan 

sanksi. 

Paradigma ini muncul karena adanya pemahaman yang 

mengidentikkan otonomi daerah dengan kemandirian ekonomi, sehingga 

manfaat akumulasi modal menjadi sangat penting dalam perancangan dan 

implementasi berbagai kebijakan. Kepentingan ini tersembunyi di balik 

jargon penambahan PAD, yang dalam pengelolaan ruang pasar 

diekspresikan dalam kemudahan penerbitan izin pasar modern. Bahkan, 

dalam beberapa peraturan, misalnya peraturan bersama Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri no. 

145/MPP/Kep/5/1997 dan no. 57 Tahun 1997 tentang Pengembangan Pasar 

dan Pertokoan, serta Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

261/MPP/Kep/7/1997 dan Peraturan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 420/MPP/Kep/10/1997 mengatur pembatasan izin untuk 
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pasar modern besar, namun pengurus daerah tidak mengikuti peraturan 

tersebut. Konsep revitalisasi pasar tradisional lebih luas dari sekedar 

mengubah bangunan fisik, tetapi juga harus mencakup pemahaman tentang 

pemasaran yang dinamis. Untuk menghidupkan kembali pasar tradisional, 

salah satunya adalah pembangunan lapak penjualan atau loket dan suku 

cadang baru bagi para pedagang pasar, yang berujung pada ketidakpuasan 

para pedagang, karena informasi tentang rencana dan pelaksanaan 

kebangkitan pasar tidak sampai ke seluruh pedagang, melainkan hanya 

tempat penjualan mereka. perwakilan Banyak pedagang di pasar yang 

dihidupkan kembali tidak menyadari bahwa kebangkitan sedang terjadi atau 

berlaku di pasar mereka. Pedagang juga merasa harga lapak, los atau kios 

yang ditawarkan pengembang pasar terlalu tinggi sehingga sulit untuk 

mengaksesnya. Apalagi sekarang dealer tradisional sangat kompetitif di 

pasar saat ini dalam hal pendapatan. Pasar modern seperti supermarket, 

minimarket, department store dan lain sebagainya, selain dapat menjual 

barangnya dengan harga yang lebih murah, juga menjadi tempat yang lebih 

nyaman karena ruang publik dan sosial terisi sehingga menarik lebih banyak 

pembeli. Karena mahalnya harga kios yang dihidupkan kembali, banyak 

pedagang yang sebelumnya memiliki beberapa kios harus menjual kiosnya 

sehingga hanya tersisa satu untuk menutupi uang muka pembelian kios, 

yang jumlahnya minimal 20 persen dari harga kios. harga jual keseluruhan. 

Pengelolaan potensi pemasaran hendaknya tidak hanya diarahkan untuk 

meningkatkan PAD, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh 

karena itu, perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti 
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perusahaan pemasaran daerah, perencanaan daerah dan teknik konstruksi, 

Kementerian Jalan, Disperindag, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, 

perusahaan pengembang dll untuk memulai pasar real estat. model 

manajemen. sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat diperhatikan 

dengan baik. Isi kebijakan pengelolaan ruang pasar juga akan mengatur 

bagaimana potensi pasar dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas 

barang yang diperdagangkan, mekanisme bongkar muat barang, sehingga 

jalur distribusi produk menjadi lebih efektif dan efisien. efisien. . sebagai 

model kemitraan yang harus dikembangkan agar pemulihan dan revitalisasi 

pasar tradisional tidak dirugikan oleh pihak manapun. 

iii. Kriteria Pasar Tradisional 

Menurut Malano (2011) untuk peningkatan perekonomian pasar 

tradisional dibutuhkan kriteria pasar tradisional sebagai berikut: 

1. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan 

pembeli. Tawar menawar mampu memberikan 

dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. 

Setiap orang yang berperan pada transaksi jual beli 

akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya, 

sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan 

kompleks.  

2. Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari 

satu, dan pedagang tersebut memiliki hak atas stan 

yang telah dimiliki, dan memiliki hak penuh atas 

barang dagangan.  

 

 



48 

 

 

 

3. Pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang 

pasar, Jenis barang di pasar umumnya dibagi dalam 

empat kategori: 

m. Kelompok bersih (kelompok jasa, kelompok warung, toko)  

n. Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan 

buahbuahan)  

o. Kelompok kotor yang bau dan basah (kelompok sayur dan 

bumbu)  

p. Kelompok bau, basah, kotor, dan busuk (kelompok ikan basah 

dan daging) 

1. Kriteria pasar berdasarkan tempat berjualan atau 

lebih sering disebut stand, dipilih dengan cara undian 

(stan yang ada adalah stan milik sendiri dengan 

membayar biaya retribusi per m2/hari sesuai dengan 

biaya yang telah ditetapkan). Jenis barang yang telah 

dikelompokkan, dilihat jenis barang dagangan apa 

yang paling banyak diperdagangkan dan paling 

diminati. Bagian atau blok-blok yang telah 

ditetapkan tempat-tempat yang strategis diutamakan 

diundi dahulu untuk pengurus setiap bagian, setelah 

itu sisanya diundi untuk pedagang lainnya. 

Kriteria pasar tradisional menurut Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia, yaitu: 
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a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau 

dikelola oleh pemerintah daerah.  

b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar 

antara penjual dan pembeli.  

c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam 

lokasi yang sama.  

d. Sebagian besar barang dan jasa yang 

ditawarkan berbahan baku lokal. 

iv. Sarana Pasar Tradisional 

Sarana pendukung pasar merupakan komponen yang perlu disediakan 

untuk mendukung aktivitas di dalam pasar, yaitu: 

2. Komponen utama yang meliputi:  

a. Bangunan  

b. Kios dagang 

c. Gang antar kios 

d. Jalan utama 

3. Komponen pendukung, yang meliputi: 

a. Identitas (papan nama, gapura atau tugu)  

b. Papan informasi  

c. Toilet  

d. Mushola  

e. Air bersih  

f. Drainase  

g. Parkir  
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h. Pemadam kebakaran  

i. Tempat pembuangan sampah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradsional, 

Pasal 9 sarana pendukung pasar tradisional menurut Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia, yaitu: 

1) Kantor pengelola;  

2) Area parkir; 

3) Tempat pembuangan sampah sementara/sarana; pengelolaan sampah;  

4) Air bersih;  

5) Sanitasi/drainase;  

6) Tempat ibadah;  

7) Toilet umum;  

8) Pos keamanan;  

9) Tempat pengelolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah; 

10) Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;  

11) Penteraan;  

12) Sarana komunikasi; dan 

13) Area bongkar muat dagangan. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Na|ma| Penelitia|n Judul Penelitia|n Ha|sil Penelitia|n 

1 Ma|gdina|, 

Na|sution da|n 

Tha|mrin (2018) 

Eva|lua|si 

Kebija|ka|n 

Revita|lisa|si da|la|m 

Ha|sil penelitia|n menunjukka|n 

ba|hwa| model pemuliha|n pa|sa|r 

sosia|l tra|disiona|l berba|sis 
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Pengelola|a|n 

fa|silita|s pa|sa|r 

Tra|disiona|l oleh 

Perusa|ha|a|n 

Da|era|h Pa|sa|r 

Kota| Meda|n 

moda|l sosia|l. Ha|sil penelitia|n 

la|pa|nga|n di dua| pa|sa|r 

menunjukka|n ba|hwa| 

keba|ngkita|n lebih diteka|nka|n 

pa|da| a|spek fisik pa|sa|r ta|npa| 

memperha|tika|n a|spek la|innya|. 

Moda|l sosia|l ba|hka|n membua|t 

mereka| terpuruk da|n ga|ga|l di 

pa|sa|r Suka|ra|ma|i. Keba|ngkita|n, 

di sisi la|in, berha|sil ketika| itu 

terma|suk a|ta|u mengguna|ka|n 

a|spek la|in seperti ja|ringa|n 

sosia|l, keperca|ya|a|n da|n ra|sa| 

horma|t terha|da|p a|tura|n a|ta|u 

norma|. Ditemuka|n juga| ba|hwa| 

kebija|ka|n pemuliha|n pa|sa|r 

Suka|ra|ma|i dia|ngga|p ga|ga|l 

sehingga| perlu diperba|iki, 

seda|ngka|n pa|sa|r Titi Kuning 

memiliki kebija|ka|n ya|ng ba|ik.  

2 La|ma|wura|n da|n 

Nyong (2021) 

Eva|lua|si 

Keterca|pa|ia|n 

Fungsi Pa|sa|r 

Ra|kya|t 

Wa|iwera|ng Pa|sca| 

Revita|lisa|si 

Ha|sil ka|jia|n menunjukka|n 

ba|hwa| produksi progra|m 

revita|lisa|si tida|k esensia|l 

diliha|t da|ri kebutuha|n 

pengusa|ha| da|n iklim 

lingkunga|n setempa|t. 

Kura|ngnya| pa|rtisipa|si penya|lur 

menja|di fa|ktor da|la|m 

pera|nca|nga|n progra|m ya|ng 

tida|k dida|sa|rka|n pa|da| a|na|lisis 

kebutuha|n ya|ng a|kura|t. 

Pela|ksa|na|a|n progra|m tida|k 

didukung oleh kua|lita|s da|n 

ka|pa|sita|s orga|nisa|si 

a|dministra|si ya|ng ha|nda|l. Ha|l 

ini diseba|bka|n interpreta|si 

seba|gia|n da|ri  tujua|n progra|m 

sesua|i UU No. 7 Ta|hun 2014 

da|n Permenda|g No. 2 Ta|hun 

2019. Tempa|t da|n infra|struktur 

toko tida|k diguna|ka|n sesua|i 

renca|na| untuk mendukung 

kinerja| da|ri fungsi pema|sa|ra|n. 

Fa|ktor ya|ng mempenga|ruhi 

a|da|la|h jumla|h unit, lua|s tota|l 

da|n sirkula|si uda|ra|. Peruba|ha|n 

tela|h dila|kuka|n pa|da| ta|mpila|n 

fisik pa|sa|r. Na|mun 
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ketersedia|a|n moda|l komersia|l 

da|n peningka|ta|n sta|bilita|s 

produksi mela|lui kopera|si tida|k 

dimobilisa|si. Ma|na|jer terus 

menga|ba|ika|n pera|n moda|l 

sosia|l/kelemba|ga|a|n da|la|m 

keberla|njuta|n ekosistem da|n 

lingkunga|n pa|sa|r. 

3 Pra|tiwi da|n  

Ka|rtika| (2019) 

A|na|lisis 

Efektivita|s 

Progra|m 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

Tra|disiona|l Da|n 

Da|mpa|knya| 

Terha|da|p 

Penda|pa|ta|n 

Peda|ga|ng Da|n 

Pengelola|a|n 

fa|silita|s pa|sa|r 

Pohga|ding 

Berda|sa|rka|n ha|sil a|na|lisis 

da|pa|t disimpulka|n ba|hwa| 

tingka|t keberha|sila|n progra|m 

pemuliha|n pa|sa|r tra|disiona|l 

cukup efektif ditinja|u da|ri 

efisiensi va|ria|bel input ya|itu 

73,25 (cukup efektif), tingka|t 

efisiensi proses output va|ria|bel 

tersebut sebesa|r 67,25 (cukup 

efisien) da|n tingka|t efisiensi 

va|ria|bel output sebesa|r 72,75 

(cukup efisien). Penda|pa|ta|n 

peda|ga|ng meningka|t setela|h 

dila|ksa|na|ka|nnya| progra|m 

pemuliha|n pa|sa|r tra|disiona|l. 

Pengelola|a|n fa|silita|s pa|sa|r 

ya|ng lebih ba|ik setela|h progra|m 

renova|si pa|sa|r tra|disiona|l.  

4 Rohma|da|ni da|n 

Mega|wa|ti (2022) 

Implementa|si 

Kebija|ka|n 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

Tra|disiona|l 

Na|mba|nga|ndi 

Kota| Sura|ba|ya| 

Ha|sil ka|jia|n menunjukka|n 

ba|hwa| pembua|t kebija|ka|n 

terka|it menja|la|nka|n tuga|s da|n 

fungsinya| denga|n 

mengguna|ka|n metode da|n 

prosedur ya|ng tela|h diteta|pka|n. 

Penga|wa|sa|n dila|kuka|n setia|p 

ha|ri, da|la|m pembena|ha|n 

fa|silita|s insta|nsi terka|it tela|h 

mela|ksa|na|ka|n tuga|snya| denga|n 

ba|ik, da|la|m pembena|ha|n 

ma|na|jemen ha|rus mela|kuka|n 

penga|wa|sa|n seca|ra| keta|t.  

5 A|rimba|wa| da|n 

Ma|rha|eni (2017)  

A|na|lisis 

Efektivita|s 

Progra|m 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

Tra|disiona|l Di 

Pa|sa|r Desa| A|da|t 

Inta|ra|nbsa|nur 

Ha|sil a|na|lisis menunjukka|n 

ba|hwa| persenta|se keberha|sila|n 

progra|m stimula|si pema|sa|ra|n 

tra|disiona|l menurut va|ria|bel 

input, proses da|n output 

tergolong berha|sil. Penda|pa|ta|n 

peda|ga|ng pa|sa|r meningka|t 

seja|k pela|ksa|na|a|n Progra|m 

Penghidupa|n Pa|sa|r Tra|disiona|l. 
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6 Gina|wa|nti da|n 

Ma|hendra| (2019) 

Upa|ya| 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

disiona|l Mela|lui  

embena|ha|n Fa|ktor 

Interna|l Da|n 

Eksterna|l Pa|sa|r 

Wa|ge Di Nga|njuk 

Ha|sil penelitia|n menunjukka|n 

ba|hwa| stra|tegi pa|sa|r ga|ji 

nga|njuk ma|sih belum optima|l 

da|la|m mendukung fa|silita|s, 

tempa|t pa|rkir untuk menga|ta|si 

kema|ceta|n, khususnya| 

kura|ngnya| fa|silita|s untuk 

memenuhi kebutuha|n 

ma|sya|ra|ka|t, peda|ga|ng ka|ki 

lima| di pa|sa|r, kura|ngnya| 

sosia|lisa|si a|ta|u pela|tiha|n seca|ra| 

berka|la|. untuk peda|ga|ng.  

7 Na|yoa|n, 

Lengkong da|n 

Londa| (2021) 

Da|mpa|k Ekonomi 

Kebija|ka|n 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

(Studi di Pa|sa|r 

Ra|kya|t Desa| 

Poopo Uta|ra| 

Keca|ma|ta|n 

Ra|noya|po 

Ka|bupa|ten 

Mina|ha|sa| Sela|ta|n) 

Ha|sil penelitia|n menunjukka|n 

ba|hwa| keba|ngkita|n Pa|sa|r 

Ra|kya|t Desa| Poopo  

memberika|n da|mpa|k positif 

da|n nega|tif  ba|gi pemilik pa|sa|r, 

peda|ga|ng, da|n ma|sya|ra|ka|t 

seba|ga|i pengunjung pa|sa|r. 

Progra|m tersebut menyeba|bka|n 

berba|ga|i peruba|ha|n ba|ik pa|da| 

a|spek fisik ba|nguna|n ma|upun 

perekonomia|n ma|sya|ra|ka|t 

setempa|t. sehingga| ha|l ini 

merupa|ka|n  la|ngka|h 

pemerinta|h untuk 

menghidupka|n kemba|li 

perekonomia|n ya|ng da|pa|t 

diterima| denga|n ba|ik oleh 

ma|sya|ra|ka|t. 

8 A|delia|na|, Ridlo 

da|n  Rocha|ni 

(2017) 

Eva|lua|si 

Ma|na|jemen Pa|sa|r 

Tra|disiona|l 

Berda|sa|rka|n 

A|spek Pela|ya|na|n 

Prima| (Studi 

Ka|sus Pa|sa|r 

Tra|disiona|l 

Peteronga|n 

Sema|ra|ng) 

Da|ri ha|sil a|na|lisis ya|ng 

dila|kuka|n peneliti da|pa|t 

disimpulka|n ba|hwa| 

pengelola|a|n Pa|sa|r Peteronga|n 

belum optima|l sehingga| ha|sil 

eva|lua|si pela|ya|na|n prima| 

dika|ta|ka|n “tida|k da|pa|t 

dica|pa|i”. Sela|in itu, da|la|m 

proses pela|ksa|na|a|n 

pemeliha|ra|a|n da|n perba|ika|n 

pa|sa|r, ditemui berba|ga|i kenda|la| 

a|nta|ra| la|in keterba|ta|sa|n bia|ya| 

da|n a|ngga|ra|n untuk progra|m 

pemeliha|ra|a|n ba|nguna|n pa|sa|r 

serta| kura|ngnya| kontrol da|ri 

pengelola| pa|sa|r. Na|mun di sisi 

la|in, kebija|ka|n ma|kro 

pemerinta|h cukup mendukung 
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upa|ya| mewujudka|n pa|sa|r 

tra|disiona|l ya|ng tertib, tera|tur, 

a|ma|n, bersih da|n seha|t. 

Meliba|tka|n ba|nya|k ha|l ya|ng 

dibutuhka|n untuk pa|sa|r 

tra|disiona|l ya|ng lebih 

berkemba|ng da|n berda|ya| sa|ing. 

Da|la|m ha|l ini, kinerja| 

pemerinta|h da|la|m mengelola| 

Pa|sa|r Peteronga|n perlu lebih 

ditingka|tka|n la|gi a|ga|r da|pa|t 

memberika|n pela|ya|na|n prima| 

kepa|da| peda|ga|ng da|n pembeli.  

9 A|nggra|ini, 

A|ma|lia|, 

Herma|wa|n da|n 

Ismiya|ti (2017) 

Sta|nda|r 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

Tra|disiona|l Di 

Indonesia| (Studi 

Ka|sus Pa|sa|r 

Tra|disiona|l Di 

Kota| Sema|ra|ng) 

Kesimpula|n da|ri penelitia|n ini 

a|da|la|h terda|pa|t perbeda|a|n 

a|nta|ra| pa|sa|r tra|disiona|l dulu 

da|n seka|ra|ng da|la|m ha|l jenis 

komodita|s, pera|n pa|sa|r, bentuk 

intera|ksi da|n sistem sirkula|si 

pa|sa|r. Efek da|ri revita|lisa|si 

a|da|la|h ba|nguna|n menja|di lebih 

ba|ik, bersih, tida|k becek la|gi 

sa|a|t huja|n, teta|pi da|ri segi 

penda|pa|ta|n, tida|k semua| pa|sa|r 

menga|la|mi peningka|ta|n seja|k 

revita|lisa|si. Da|la|m sta|nda|r 

penyelengga|ra|a|n pa|sa|r 

tra|disiona|l ya|ng dihidupka|n 

kemba|li denga|n SNI Pa|sa|r 

Ra|kya|t, ma|sih a|da| bebera|pa| ha|l 

ya|ng perlu diperba|rui da|n 

dita|mba|hka|n, ka|rena|  belum 

sesua|i denga|n penera|pa|n di 

la|pa|nga|n, da|n ma|sih a|da| 

bebera|pa| sta|nda|r ya|ng belum 

disebutka|n  da|la|m SNI, Ya|itu 

sta|nda|r leba|r koridor di  pa|sa|r 

tra|disiona|l, kekha|sa|n da|n 

jumla|h la|nta|i ba|nguna|n, ta|ta| 

rua|ng da|n pengelola|a|n, 

a|ksesibilita|s ya|ng lebih ba|ik, 

orga|nisa|si peda|ga|ng ja|nda| da|n 

sistem pemunguta|n ba|la|s 

denda|m. Oleh ka|rena| itu, ka|jia|n 

ini memberika|n rekomenda|si 

teknis da|n ma|na|jemen  sta|nda|r 

terka|it pena|ta|a|n da|n 

pengelola|a|n rua|ng pa|sa|r 
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tra|disiona|l ya|ng dihidupka|n 

kemba|li. 

10 Sa|fa|ri da|n 

A|minudin (2020) 

Implementa|si 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

Tra|disiona|l B 

Srika|ton 

Pela|ksa|na|a|n revita|lisa|si pa|sa|r 

tra|disiona|l B Srika|ton berja|la|n 

la|nca|r. Model pemuliha|n ya|ng 

ditera|pka|n da|la|m pemuliha|n 

pa|sa|r a|da|la|h pemuliha|n fisik 

seja|la|n denga|n tujua|n 

pemuliha|n, seperti memba|ngun 

168 los da|ri 772 los ya|ng tida|k 

a|ktif. Pengelola|a|n sosia|l da|n 

buda|ya| belum menyeluruh. 

Kenda|la| ya|ng diha|da|pi da|la|m 

pela|ksa|na|a|n revita|lisa|si pa|sa|r 

ini belum menca|pa|i 

pengemba|nga|n da|n 

pemberda|ya|a|n peda|ga|ng, teta|pi 

mencipta|ka|n lingkunga|n pa|sa|r 

ya|ng kondusif da|n nya|ma|n. 

Seda|ngka|n untuk pemuliha|n 

ekonomi tida|k terca|pa|i, ka|rena| 

penda|pa|ta|n peda|ga|ng menurun 

setela|h menempa|ti/berjua|la|n di 

kios revita|lisa|si.  

11 Ka|rga|ria|n, 

Ra|oofa|t da|n 

Moha|mma|di 

(2011) 

Rea|ctive power 

ma|rket 

ma|na|gement 

considering 

volta|ge control 

a|rea| reserve 

a|nd system 

security 

Ha|sil simula|si menunjukka|n 

efektivita|s a|lgoritma| ya|ng 

diusulka|n untuk ma|na|jemen 

pa|sa|r da|ya| rea|ktif. 

12 Ya|ng, Wa|ng da|n 

Tong (2020) 

A| novel system for 

multi-step 

electricity price 

foreca|sting for 

electricity ma|rket 

ma|na|gement 

Dua| ka|sus da|n sa|tu studi 

ba|nding disedia|ka|n da|n 

dia|na|lisis untuk memva|lida|si 

kinerja| sistem ya|ng 

dikemba|ngka|n da|la|m pra|kira|a|n 

ha|rga| listrik multi-la|ngka|h. 

Sela|njutnya|, diskusi lebih la|njut 

disa|jika|n untuk 

mengga|mba|rka|n pentingnya| 

penelitia|n ini, sehingga| 

membuktika|n ba|hwa| ha|sil 

penelitia|n ini mengisi 

kesenja|nga|n pengeta|hua|n sa|a|t 

ini da|n memberika|n ma|sa| 

depa|n ya|ng ba|ru a|ra|ha|n untuk 

studi terka|it. 
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13 Tempesta| et a|l 

(2021) 

Fa|rmla|nd va|lue in 

the “Coneglia|no 

Va|ldobbia|dene 

Prosecco 

Superiore PGDO” 

a|rea|. A|n 

a|pplica|tion of the 

Hedonic Pricing 

method 

Our results seem to suggest tha|t 

future resea|rches should devote 

pa|rticula|r a|ttention to the 

a|na|lysis of the discrepa|ncies 

existing between estima|ted 

va|lues a|nd ma|rket prices in 

order to support the a|ppra|isa|l 

a|ctivity of professiona|l va|luers. 

14 Pra|tiwi da|n 

Rusmia|ti (2017) 

Study of Ma|rket 

Fa|cilities in the 

Revita|liza|tion 

Project of Klewer 

Ma|rket 

The conclusion of this study is 

tha|t Klewer Ma|rket post-

revita|liza|tion ha|s a| more 

modern concept tha|n pre-

revita|liza|tion a|nd is a|ble to 

become one of tourist icons in 

Sura|ka|rta| City, which a|lrea|dy 

ha|s more a|dequa|te fa|cilities, 

utilities, a|nd ma|na|gement. 

15 Conra|d da|n 

A|lleyne (2010) 

The spa|tia|l impa|ct 

of revita|liza|tion 

on the likelihood 

of 

homeownership: a| 

look a|t 

Wa|shington, DC 

The results of this study suggest 

tha|t the type of a|menity being 

developed ca|n influence the 

likelihood of homeownership 

a|nd tha|t the a|ctivity in one wa|rd 

does not ha|ve a| significa|nt 

impa|ct on homeownership in 

neighboring wa|rds. 

16 Nevesca|nin 

(2019) 

Crea|ting a| Modern 

City: 

Gentrifica|tion or 

Revita|liza|tion 

in the City of Łódź 

This pa|per expla|ins how the 

process of revita|liza|tion is 

sha|ping the new identity of 

Lodz, a|nd which nega|tive side-

effects of revita|liza|tion occur 

during the process. To which 

a|mount should the city rely on 

priva|te investments, a|nd how to 

control the development of new 

a|nd regenera|ted city a|rea|s? 

Wha|t is the role of loca|l 

a|uthorities a|nd urba|n pla|nners 

a|nd a|rchitects in the process of 

revita|liza|tion? Defining 

gentrifica|tion a|nd 

understa|nding the positive a|nd 

nega|tive effects of the process 

of revita|liza|tion is vita|l in 

crea|ting the new urba|n pla|ns 

a|nd rules for ‘’new cities’- – 

cities in post-socia|list countries, 
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which still ha|ve a| tra|nsition 

economy 

17 Gumila|ng, 

Wija|ya| da|n  

Ha|ryono (2017) 

Socia|l Impa|ct of 

Post Revita|lized 

Ma|rkets 

Tra|ditiona|l 

Ma|rkets 

(Phenomenology 

Study a|t Pa|sa|r 

Sungginga|n, 

Boyola|li) 

Ba|sed on the resea|rch result, it 

ca|n be concluded tha|t the 

impa|ct of revita|liza|tion of Pa|sa|r 

Sungginga|n (1) the cha|nge of 

cultura|l elements, na|mely: 

Ja|va|nese la|ngua|ge, va|lues a|nd 

norms, ma|rket orga|niza|tion, 

mercha|ndise, tra|de, pla|ce of 

worship, music a|rt a|nd da|nce. 

(2) the tra|dition of Pa|hinga|n a|s 

the custom of Sungginga|n 

residents from genera|tion to 

genera|tion a|nd become the 

source of economic a|ctivity for 

Sungginga|n community. (3) 

citizen stra|tegy in preserving 

Pa|hinga|n tra|dition is 

continuous socia|liza|tion so tha|t 

become routine event every da|y 

Pa|hing. 

18 Stutia|ri da|n 

Stutia|ri (2019) 

Da|mpa|k 

Revita|lisa|si Pa|sa|r 

Tra|disiona|l 

Terha|da|p 

Penda|pa|ta|n 

Peda|ga|ng Da|n 

Ta|ta| Kelola| Pa|sa|r 

Di Ka|bupa|ten 

Ba|dung 

Berda|sa|rka|n ha|sil a|na|lisis 

disimpulka|n ba|hwa|penda|pa|ta|n 

peda|ga|ng meningka|t sesuda|h 

revita|lisa|si pa|sa|r tra|disiona|l di 

Ka|bupa|ten Ba|dung.Da|n terja|di 

peningka|ta|n terha|da|p ta|ta| 

kelola| pa|sa|r ya|ng meliputi 

kondisi sa|ra|na| a|ta|u fa|silita|s 

pa|sa|r, kebersiha|n pa|sa|r, 

kea|ma|na|n pa|sa|r da|n pela|ya|na|n 

a|dministra|si setela|h 

dila|ksa|na|ka|nnya| revita|lisa|si 

pa|sa|r tra|disiona|l di Ka|bupa|ten 

Ba|dung. 

19 A|wa|rd (2011) 

 

Susta|ina|ble 

Wa|terfront 

Revita|liza|tion: 

Ba|ltimore, Sa|n 

Fra|ncisco, a|nd 

Sea|ttle 

The results indica|te tha|t 

wa|terfronts must provide a| 

ba|la|nce a|nd mix of uses, 

a|ssimila|te with the surrounding 

city, provide connections 

between a|ttra|ctions a|nd with 

the city a|nd region, 

continuously reinvent 

themselves, provide a|ttra|ctions 

tha|t dra|w both loca|ls a|nd 

tourists, a|nd ha|ve a| clea|r 

identity. These findings, while 
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quite broa|d, a|re intended to 

provide a| founda|tion tha|t will 

be releva|nt to a|ny city 

underta|king new wa|terfront 

revita|liza|tion projects. 

20 Mesthrige a|nd 

Poon (2014) 

A|ssessing the 

impa|ct of 

revita|lized old 

industria|l 

buildings on the 

va|lue of 

surrounding 

properties A|n 

empirica|l study 

The results imply tha|t industria|l 

revita|liza|tion projects loca|ted 

a|dja|cent to residentia|l 

developments both reduce the 

va|lue of the la|tter a|nd 

discoura|ge potentia|l property 

buyers. The nega|tive public 

perception of these properties 

diminishes their va|lue a|nd 

hence decrea|ses the va|lue of the 

property. 
 

 

  

 

 


